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Sejarah Perkembangan dan Kondisi Sosial Ekonomi
(Sisrahyono)
SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KONDISI SOSTAL EKONOMI
MASYARAKAT DESA YANG TINGGAL DI DALAM KAWASAN HUT.$
PRODUKSI TERBATAS (HPT) BUKIT BADAS DI KABUPATEN SELUI\LT
Oleh:
Siswahyono
(Staf Pengajar Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu)
eBsTner
Kawasan Hutan hoduksi terbatas (tPT) Bukit Badas merupakan salah satu kawasan h-
produksi yang telah ditunjuk oleh Pemerintahlndonesia melalui Oepartemen Kehutanan. Sebe 
-"
dilakukan penunjukkan sebagai kawasan hutan, diduga masyarakat tilah bertempat tinggal ftIeE:.,
di dalam kawasan hutan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejarah peikemb..-.,
desa/dusun dalam kawasan }IPT Bukit Badas dan karaketristik sosial ekonomi masyarakat . r.
{|l8g"l di dalamnya. Data sejarah perkembangan desa dan karakteristik sosial ekonomi masyara"di dalam kawasan sangat penting diketahui untuk merumuskan kebijaksanaan yang tepaf da :-
mengelola kawasan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan desa-desa yang terdapat dalarn knwa-<r
FIPT Bukit Badas telah ada sejak jaman pemerintahan Belanda. Awalnya desa tersebut berr.:.
"talqng'.'yang merupakan permukiman mengelompok beberapa rumah panggung dan berkembr 
-
meqiadi sebuah desa seiring bertambahnya jumlah penduduk. Umumnya *usyaratat mempun\:
mata pencaharian sebagai petani dan rata-rata memiliki lahan usaha tani yang mampu dig"r,-,
seluas 1,62 fIa/KK yang berupa sawah 0,42 Ha/KK dan kebun kopi 1,2 HrlKK. Pemilikan iala-
yang luas tersebut belum diimbangi dengan produktivitas lahannya yang masih tergolong renda-
yaiat 394,23 KgA{a/tahun untuk lahan kebun kopi dan 1.045,75 kglha/musim atau 2.091.:
Kg/Ha/Tahun untuk lahan sawah. Produktivitas lahan yang rendah bermuara pada penghasila:
yang cenderung rondah juga sohingga belum mampu moningkatkan kesejahteraan.
Kata kunci : sejarah desa, IIPT Bukit Badaq karakteristik sosial ekonomi masyarakat
PENDAHULUAN
Sumber daya hutan merupakan salah
safu sumber daya yaag memogang perannn
penting dalam mendukung pemenuhan
berbagai kebutuhan manusia mulai darijaman berburu meramu hingga saat sekarang
yang dipandang sebagai pertanian modern.
Hingga beberapa dekade, sumber daya hutanjuga merupakan pemasok devisa terbesar
kedua setelah migas bagi Pemerintah
lndonesia. Melalui Departemen Kehutanarq
Psmenq.tah Indpqesia rneugu.arai dan
mengelola sumber daya hutan yang ada di
seluruh Indonesia.
Proses penguasaBn dan pengelolaan
hutan oleh Negara, diawali oleh kegiatan
penunjukkan kawasan hutan oleh Menten
Kehutanan, dilanjutkan dengan penataan tak
batas hutan, pemetaan dan penetapan.
Dernikian juga dengan proses pengukuhan
kawasan hutan di wilayah Kecamatan Seluma
Utara menjadi I{PT Bukit Badas hingga saat
ini. Penunjukkan kawasan IIPT Bukit Badas
telah dilakukan oleh Menteri Kehutanan
sesuai dengan SK MENHUT No. 383/Kpts-
Iy1985 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan
di Propinsi Daer.ah Tingkat I Bengkulu, dan
dalam perkembangannya ditindaklanjuti SK
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu
No.305 Ta&un 1998 tentang Hasil
,*ftr:,- Perkembangan dan Kondisi Sosial Ekonomi ..........
,fum-,,cno)
iilhn'::serasian antara Rencana Tata Ruang
|ffiri,*". 
-r dengan Tata Guna Hutan
;ilfiru*cr:katan Propinsi Daerah Tingkat I
*n,Er..rlu dan SK MENHUT No. 420lKpts-
ffii :':q tentang Penunjukkan Kawasan
rm,n di Wilayah Propinsi Bengkulu seluas
{ffi :r-1Ha.
Proses penetapan kawasan hutan
rm.: ji kawasan hutan tetap, seringkali
mn-rg:rbaikan keberadaan masyarakat yang
ryU:il di dalam kawasan hutan sebelurnnya,
ilr$il.ipun dalam permran sangat jelas
&rm rtkan bahwa dalam proses penetapan
,im :i;an hutan harus bebas dari hak-hak
mntb,a;, ketiga seperti yang terhrang dalam SK
nt\]{UT No. 32/KPa.-II/2O0L tentang
S,mre:ia dan Stsndar Pengukuhan Kawasanh-n. Diielaskan dalam SK tersebut kriteria
m-*; areal yang ditata batas (tahapan proses
ilmei3pan kawasan hutan) sebagai kawasan
ltEE:, €rr&tor? lain adalah bebas dari hak-hak
dai kefiga dan memperoleh pengakuan para
rdui-i (masyarakag badan hukum dan
rmerintah) di sepanjaag trayek penataan
rim.s. Namun dalam kenyataannya hak=hak
unol arakat yang secara furun temurun telah
":p dalam areal tertentu,harus dihadapkan
rlnEan pihak lain sebagai pernegang hak
rcir:la hutan yang ditunjukdan diberikan oleh
*lm€rintah. Kondisi ini banyak terjadi
l,r',T pir semua kawasan hutan di Indonesia
Lfondarti, et aI,2009).
Pada Pasal 7 SK MENHUT
*ei994Qts-Wl990 disebutkan bahwa
-nyelesaian hak-hak pihak ketiga yang
unbul dalam penentuan trayek batas
wrentara dilakukan berdasa*an petunjuk
frenteri kehutanan. Lebih lanjut Pasal 12 ayat
. t disebutkan bahwa berita acara
Er€umumaq Eayek batas ditaada-tangaai
rCeh lurah/kepala desa...dst. Berdasarkan SK{ENHUT ini seharusnya masyarakat
rcngetahui informasi terkait penataan batas
cas lahan yang ditunjuk dan akan ditetapkan
ebagai kawasan hutan, sehingga apabila
$an usaha tani yang dimiliki masyarakat
nsuk tayek batas dapat mengajukan
eberatan. Dengan demikian konflik atas
rtas kawasan hutan yang diakibatkan oteh
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kegiatan pengukuhan hutan dapat
diminimalkan dikemudian harinya.
Penunjukkan kawasan HPT Bukit
Badas akhirnya melahirkan konflik
penggunsan laharU terutanna ketidakpastian
masyarakat )ang secara turun temurun telah
menguasai dan mengelola lahan dalam
kawasan hutan tersebut. Masyarakat merasa
bahwa lahan yang telah mereka kuasai
bukanlah kawasan hutan, tetapi lahan adat
yang telah dikelola para fito-tuonya
(pendahulunya) da, msrcka tidak mengetahui
kalau lahan mereka telatr ditetapkan sebagai
kawasan hutan oleh Pemerintah. Dilain pihah
sejak penunjukkannyq kawasan HPT Bukit
Badas belum pemah dilakukan pongelolaan
di tingkat tapak oleh Pemerintah sendiri
maupun Fmogang ijin konsesi. Pada tahun
1998, kawasan IIPT Bukit Badas p€rnah
direncanakan akan dijadikan pilot project
Hutan Kemasyarakatan ([ilh) bantuan
OECF, tetapi maslaralet melakukan
penolakan, sehingga kegiatan tersebut
dialihkan ke kawasan hutan yang lain di
Propinsi Bengkulu.
Penelitian ini merupakan penelitian
awal guna mengungkap sejarah
perkembangan desa{esa di dalam kawasan
I{PT Bukit Badas dan untuk mengetahui
lcarakteristik sosial ekonomi masyarakat yang
tinggal di dalam kawasan hutan tersebut.
Dengan mengetahui sejarah perkembangan
desa dan karakteristik sosial ekonomi
mesyarakatrya, diharapkan dapat menjadi
salah satu sumber informasi bagi pemerintah
terutama Depar0emen Kehutanan dalam
marunu$kar kebijak"an di dalam HPT Bukrt
Badas, maupun kepada peneliti lainnya
terkait dengan keberadaan masyarakat dalam
kalaran hutan trcebut,
ffIETODOI-O6:I PENEIJTI^N
Penelitian ini telah dilaksanakan di
Desa Sekalak dan Desa Lubuk Resam serta di
Dusun Sinar Pagi dan Dusun Talang Empal
yang merupakan desa/dusun di dalam
kawasan I{PT Bukit Badas. Desa Lubuk
Resam dan Dosa Sekalak merupakan desa
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definitive, sedangkan Dusun Sinar pagi d&n
Dusun Talang Empat merupakan bagian dari
Desa Puguk, tetapi dalam proses pemekaran
desa Responden hanya diambil dari Desa
Lubuk Resam dengan intensitas 10% darijumlah Kepala Keluarga (KK) di desa
tersebut. Penentuan responden dilakukan
dengan accidental sampling, dan merupakan
KK yang memiliki rumah dan bertempat
tinggal di Desa Lubuk Resam.
Data dikumpulkan dengan cara
pengamatan langsung (obsenation),
wawancara (intewiew) dan dokumentasi(documentotion). Data yang dikumpulkan
selanjutnya dianalisis s@ara deskriptif.
HASIL DAN PE*ISAHASAN





terbatas, seharusnya HPT Brir".
berfungsi sebagai penghasil hutan. :,-,
maupun non kayu (getah, buah. :.,,,r
lainnya). Namun fungsi tersebut tr - ,
diwujudkan, mengingat dan
penunjul*an hingga sekarang belu: .
dilakukan pengelolaan baik oleh pt-
sendiri maupun badan hukur:
memegang if in. Kawasan hutan yanS *
sempit (hanya 9.M4A2 Ha) dar.r :
tegakan tersedia (stard@ stock)
rendatr kurang menarik bagi investcr .:
mengajukan ijin konsesi HPT Bukir : ,
disamping tumpang tindihnya kawasa:
dongan lahan masyarakat.
Berdasarkan hasil interprea.
satelit yang dilakukan oleh BIPHUT i-
kondisi penutupan lahan dalam kawasa:
Bukit Badas adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Penutupan Lahan Kawasan tIpT Bukit Badas
Sumber: Anoninr,2008
Belukar muda dan karet
Belukar muda dan kebun 1.213-15
Berdasarkan tabel di atas, kawasan
HPT Bukit Badas didominasi oleh penutupan
Iahan kebun campur dan ladang sedangkan
penutupan hutan hanya sebesar 90,96 ha atau
1,0%. Hal ini menunjukkan bahwa lahan
dalam kawasan HPT Bukit Badas sebagian
besar sudah dikelola oleh masyarakat untuk
melangsungkan kehidupannya. Penutupan
Iahan berupa hutan hanya 90,96 FIa atau lo/o.
lfra'" Perkembangan dan Kondisi Sosial Ekonomi[m'yono)
Di HPT Bukit Badas Kabupaten
.ruu-rna terdapat sekitar 2 desa definitif yang
ruuaCa di dalam kawasan hutan yaitu Desa
iiislak dan Desa Lubuk Resam serta
rrtrrapa dusun yang masih termasuk dalam
ililq'ah Desa Puguk yaihr Dusun Sinar Pagi,
Lsln Talang Empat dan Dusun palaijang.
hsa{esa sekitar kawasan hutan antara lain
&xe Puguk, Desa Selingsingan, Desa Pandan
5 Desa Talang beringin.
hhnh l)ess/Ilusun llatNm Kawasan HPT
Bit Badss
Desa/dusun yang terdapat di dalam
lr sekitar I#T Bukit Badas masuk dalam
,ilayah pemerintahan Marga Seloema pada
man Pemerintahan Belanda (tahun 1837
teJ XD(), yang meliputi Desa Pandan, Desa
@o (Puguk), Desa Tanjtmg Bunga dan Desa
lmdjong Seroe (Generatle Zamen Trekking
Wzsrjcr lM5 dqlom Dali, 2008) . Desa
"$uk Resam dan Desa Sekalak awalnya
rupakan bagian dari Marga Pogo (Desa
hguk).
Sebutan "Marga" disini bukan
nuyarakat berdasarkan keturunan
gcologis), tetapi masyarakat hukum adat
rg didasarkan psda letak wilayah
ailtoriall. Pemerintahan Belanda membagi
flayah Kabupaten Seluma menjadi beberapa
nrga antara lain : marga 5 Boeah-bada
larga Andalas Sungai Keruh, Marga
tngelem KongkeilSindoer, Margs Seloema"
hrga Semidang Bunga Emas, Marga Anak
mgie, Marga Talo, Marga Penago, Marga
ruto Padang, Marga Anak Marigq dan
dnnya. Masykuri et al (1990) menyebutkan
da 55 marga di wilayah Propinsi Bengkulu.
Berdasarkan sejarah tuo-tuo (orang
rng telah berusia lanjut dan dihormati oleh
setempat sebagai pendiri desa
tau ketua adat atau mantan pejabat saat
emerintahan marga), bahwa pada jaman
emerintahan Belanda hutan dibagi menjadi 3
racamyaifu:
l. Gimbo Larangan yaitu hutan yang
dibatasi dengan patok Bosweizen
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atau dikenal dengan patok BW.
Wilayah gimbo larangan ditetapkan
sebagai hutan Negara dan saat ini
bernama huan lindung Bukit
Sanggul.
2. Hutan Margo atau tanah margo yaitu
hutan yang diperuntukkan untuk
diolah masyarakat marga guna
memenuhi kebutuhan hidupnya.
Letaknya dibawah patok BW hingga
ke tanah pesisir dan pada tahun 1985
sebagian sudah ditunjuk menjadi
kawasan hutan produksi terbatas
(FPT) Bukit Badas.
3. Tanah pesisir yaitu tanah yang
terletak dari hutan marga sampai
wilayah laut.
Berdasarkan penuturan para tuo-tuo
tersebut, bahwa masyarakat marga
menghargai batas-batas BW tersebut hingga
turun temurunnya saat ini. Hal ini terjadi
karena mnksi yang diterapkan oleh
pemerintah Belanda dipandang tegas dan
beral Dipihak lain tanah marga masih luas
tmtuk beroocoktanam.
Sejarah pengelolaan hutan di luar
Jawa diawali oleh terbitnya Agrmische
Reglement yang berlaku untuk wilayah
Sumatera Barat, Menado, Riau dan pulau-
pulau dalam lingkungannya rrasing-masing
Bangka dan Belitung, Palernbang, Jambi dan
Bengkulu. Di daerah-daerah tersebut setiap
pemungutan hasil hutan pada umumnya
memerlukan ijin dari pamang praja (Nurjaya,
2005). Merujuk sejarah di Lampung Barat
Verbist dan Pasya (2005) menyatakan,
Pemerin.tah Belanda sa$gat terterik pada
penggunaan struktur dan institusi tradisional
untuk alasan lain, yaitu pengumpulan pajak.
Dcpattcmco Kehutaaar Belanda(Bosclwezen) bekerjasama dengan elite
Suku Lampung untuk mendapatkan pajak
dari orangyang membuka lahan.
Gimbo larangan yang telah dipatok
BW tersebut sekarang ini dijadikan oleh
Pemerintah Indonesia sebagai kawasan hutan
lindung Bukit Sanggul, dan umumnya
masyarakat sekitar hutan lindung Bukit
Sanggul tidak merambah atau membuka
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lahan dalam kawasan hutan lindung tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan para
responden, perambahan dalam kawasan hutan
Iindung Bukit Sanggul dilakukan oleh para
pendatang yang berasal dari Kabupaten
Bengkulu SelatarU atau dari propinsi
Sumatera Selatan dan bahkan ada juga dari
Propinsi Lampung. Hal yang sama juga
dilaporkan Dali (2008)
Desa Lubuk Resam, Desa Sekalalq
Dusun Sinar Pagi, Dusun Talang Empat dan
Dusun Palaiiang merupakaa desa/dusun yang
berada di dalam kawasan HpT Bukit Badas.
Desa/dusun tersebut umunnya merupakan
pemukiman lama yang telah ada sejak jaman
Belanda. Lokasi yang jauh dari pantai,
menjadikan desadesa dalam kawasan tIpTBukit Badas merupakan tempat
pemembunyian dan pelarian para pejuang
dari penjajahan Belanda saat itu. Mereka
berasal dari desadesa yang dekat dengan
wilayah pantai seperti Talo dan pnguk.
l,okasi yang jauh dari wilayah pantai
menjadikan masyarakat di wilayah Bukit
Badas juga terhindar dari program tanam
paksa yang diberlakukan oleh pemerintah
Belanda. Setiyanto (2001) menyatakan
sistem tanam paksa di wilayah Bengkulu
pada tahun 1933 mengharuskan setiap kepala
keluarga menaoam 300 batang kopi arau i50
tanaman lada atau pajak f,.z
hingga f,.4.
Adanya budaya bertalang yaitu
bercocak fanam yangjauh dari desa dengan
membuat pondok sebagai tempBt tinggal
sementara saat sedang mengerjakan lahan
Q&aara Mrelompot, meqiadikan pelarian dan
persembunyian saat jaman penjajahan




kebun untuk melengsungkan kehic-:r*
Mereka membuat pondok yang !,:*
rumah panggung secara trerk: :*
Kelompok pemukiman talang yarq :::--,rrrrl
Iahan potensial untuk dibangun per,**r,
akan bertahan dan berkemtrang menju- ,,.uriL
desa. Hal ini terjadi karenakebutuha-n :lu" rl
warga yang tinggal di talang dapat ci.:.;
dari lahan sawah. Oleh karena itu desa :.
dalam kawasan HPT Bukit Badas uffr-*:,,
memiliki lahan persawahan yang nlr
memenuhi kebutuhan bahan pangan r,:r:
warganye.
Seperti halnya di Dusun Sinar : *
yang terdiri dan 7 talang yaitu talang re::l"
ayak 1, talang ronteng ayak 2, talang r.::
nebuh talang terentang ujung rembun, ta.r
peaantiarg talang sawah dan talang ken: 
_
Lahan persawahan terdapat di lokasi talr*
ayak l, talang ayak2 dan talang sawah.
Konsep budaya bertalang juga tiii
lepas dari pengaruh budidaya tanaman kc:
)xang memerlukan lahan subur, mengin:.
masyarakat mengusahakan kebun kopi han'" i
mengandalkan kesuburan alami lahan. KetiL
lahan kopi di desa asalnya dirasakan suda'
tidak subur lagi (baca : produksinya rendah
maka pemilik lahan akan mem-belaksr-ka:
untuk memberikan kesempatan lahan subu:
kembali oleh bahan organik hasil suksesi
alam.
Ada beberapa tingkatan suksesi alam
dalam proses pembelukaran bagi Suku
Serawai yaiat beluhar mudo, belukar no(huton mudo), hutqn tuo dan rimbo
(Siswahyono, 2006). Karakteritisk vegetasi
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-.-:-::.:__- 
llll:llllllll1-rl]J||
rtlr L:*ernbarpnn dan Kordisi SosialEkononri
rllltrlllliriill|ry"r{:
*uu* Siswahyono,Zllfl
| se Lubuk Resam terdapat ,,rimbo tenqm|Fry didominasi oleh pohon jenis tenamillk sp) yang dipelihara oleh-pemiliknya
film:mnama Cik Aman dan telah berumurffi :sri 50 tahun. prediksi umur rimboffi :ersebut didasarkan p"ngutu*--Cil,ilf" dimana rimbo tenam tersebut
tpe^?n warisan dari orang tuanya dan Cik
n seadiri selrarang telah berumur lebih
um! 65 tahun. Berdasarkan keberadaan
rfr renam ini dapat menjadi sumber
1filn,ari bahwa Desa Lubuk R"sam sudah
rfl -iari 50 tahun.
Diberlakukannya Undang_UndangiE 5 Tahun 1979 tenrang fokok_potolffinintahan Dosa./I(eluratran, tolah
f[hapuskan pemerintahan marga dir@zh Kabupaten Seluma. peran
:rintaftan marga di desa digantikan oleh
rrintahan desa dengan kepala desa
ryi pemimpinnya pemerintahan margaq semula memiliki tanggung ;awIUrdap kelestarian kawaJan - gi*to
Wffi,- lengan berubahnya ,In3uOiEintah des4 tanggung jar,rrab terhadap
rsan hutan tersebut tersebut menjadii
371
tidak ads. Pemerintah desa hanya mengurusi
wilayah administrasinya, tidak menlaigkau
kawasan glmbo larangan. Namun aemiiiaru
masyarakat desa sekitar gimbo larangan
masih menghormati batas kawasan yans teluh
dibuat jaman Belanda tersebut dan impaidengan saat ini mereka belum berani
membuka kebun kopi dalam kawasan gimbo
Iarangan.
, . 9"* . perlahan Ramun pasti,berubahnya sistem pemerintahan 
.*gu
menjadi pemerintah desq berimplikasiteftadap keleshrian kawasan gr*Uo
trySrl.-apabila pemerintahan marga Lrani
menjafuhkan sanksi ,dendo adaf; kepada
seseorang yang membuka gimbo larangarL
tetapi tidak demikian dengan pemerintah
desa: Hal ini diakibatkan- tidak aaanya
delegasi kewenangan kepada desa daiam
pengelolaan gimbo larangan.
Pada tahun I99Gan kawasan eimbo
lryre* mulai didatangi peramUati Aari
lerbagai daerah, seperti dt i KabupatenBengkulu Selatan maupun dari fropinsi
Sumatera Selatan. Tertukanya aksessibilitas
ke gimbo loangan oleh jaian yang dibuat
lift 
- 
l:-.,apan suksesi dalarn prenggunaan lahan
lllh - ri;atan Suksesi Lrn-cm I(glQrangan
,il]* ia'*s mdo
- banya& alangalang
- semak perdu tingginya 5-7 m
- dapat ditetas langsung dengan parang
- umurnya kuranq dari I O tehrrn
Paling Banyak
dijumpai
W il;uks Tuo (Hutan
t,l:*lo)
- aEng-arang sudah Jarang
- didominasi tumbuhan berdiamater < l0 cm





- sKlomlnasl pohon berdiamater > l0 cm






- {rrqomlnasl ponon berdiamater > l0 cm
-, penebasan_ dengan paxan& penebangan
dengan gergaj i chainsaw
- umurnya > 40 tahun
-
Sangatjarang
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oleh perusahaan tambang batubara menjadi
salah satu penyebab berdatangannya
perambah dari wilayah lain.
Masyarakat desa/dusun dalam
kawasan hutan Bukit Badas sebenamya telah
menyampaikan keberatan das penuqiukl€n
wilayah tempat tinggalnya dijadikan sebagai
hutan produksi terbatas oleh Pemerintah. Hal
ini ditunjukkan oleh surat yang dikirim
Bupati Bengkulu Selaran pada Bulan Maret
1988, yang merupakan balasan atas surat
yang dikirim oleh Kepala Desa Puguk yang
menyatakan Desa Puguk Keoamatan Seluma
dikeluarkan dari tata batas kawasan hutan
Negara atau dinyatakan sebagai enclave.
Namun pros€s selarg'utnya tetap menunjuk
wilayah Lubuk Resanr, Sekala( Talang
E*p"t, Sinar Pagi, Palaiiang yang merupakan
wilayah Desa Puguk menfadi bagian dari
kawasan hutan produksi terbatas Bukit Badas.
Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan
Gubernur Bengkulu No.305 Tahun 1998
tentang Hasil Pemaduserasian antara Rencana
Tata Ruang Wilayah dengan Tata Guna
Hutan Kesepakxan Propinsi Daerah Tingkat
I Bengkulu dan SK MENHUT No. 4204(pts-
Illl999 tentang Penunjukkan Kawasan
Hutan di Wilayah Propinsi Bengkulu seluas
920.964 Ha.
Sumber : Profil Desa dan tlasil Wawancara" 2009
*masuk wilayah Desa Puguk
Jumlah total penduduk yang berada
di empat desa/dusun di dalam kawasan HPT
Bukit Badas tersebut sebanyak 2.794 jiwa
(767 kk) yang terdiri dari l622jiwa laki-laki
dan 1162 perempuan. Berdasar*an jumlah
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Kondisi Sositl Ekonomi l\I*."' . '
dalam Kawasan HPT Bukit Badas
Pertambahan jumlah pend,r.,
peningkatan kebutuhan yang men'. *:-rir
merupakan salah satu faktor y'ar-i.
dip€rtimbangkan dalam pengelolaa: :L i
Simon (2000) menyatakan -,rl
pertambahan jumlah penduduk r
mengurangi rasio kepemilikan lahan 
":-rIahan garapan. Sementara p€rta::'rr
penduduk menuntut pertarnbahan ki,.: r:
pangarl energi, kayu pertukanga
lapangan keqia Oleh krena itu, i: r:
produksi pangan lahan pertanian per i."
luasnya tidak bisa ditingkatkan, keb--- ,
pangan akan dipenuhi dongan GaIB p€I1*,*
lahan pertanian dengan mengalihfun5,
hutanyangada
Masyarakat desa/dusun c.:. ,
kawasan HPT Bukit Badas meruE, 
-,,
masyarakat asli Suku Serawai. Li n*
desa/dustm yang awalnya teni:
menjadikan desa/dusun dalam kawasan Fl:
Bukit Badas belum menjadi daya tarik r'.
penduduk pendatang untuk menetap
desa/dusun tersebut. Oleh karena itu jar:-
dijumpai penduduk pendatang yang mene::,
tinggal di desa/dusun. Sebaran jumlah kep:.
keluarga dan penduduk di empat desaldus-
yang berada di dalam kawasan IIPT Bur.
Badas disajikan pada Tahel 1.
KK dan jumlah penduduk, tiap keluarga
terdiri dari kurang lebih 3 atau empat orang.
Umumnya mereka bertempat tinggal dengan
pola permukiman yang mengelompok *p"t,
Tabel 3. Jumlah Kepala Keluarga & Penduduk desa/dusun dalam IIPT Bukit Badas
No- Kriteria Desa./Dusun
Sekalak Lubuk Resam Talans Emoat* Sinar Pasi'
I Jumlah KK LM 245 154 lE9
2 Jumlah Penduduk 613 963 520 735
J Penduduk Laki-laki 389 525 232 463
4 Penduduk DeremDwm 224 438 222 272
ill
k=.-, Per{<embangnn dan Kondisa Sosial Ekonomi
{lffim*znyono)
ffi,.ri_sa antar rumah tidak memiliki batas
@r- aagar yang jelas.Pola permukiman yang
;elompok ini tidak dapat dipisahkan dariqu=h perkembangan desa/dusun yang
lur!'a merupalcan hlang. Dengan
mbuat rumah panggung yEng saling
lh,*:ekatan, masyarakat yang bertalang akan
rrr':-.a aman dari berbagai gangguan. Lokasi
n&r,g yang jauh dari tempat tinggal asalnyq
*ur memudahkan penjagaan rumah apabila
ro. saiah satu anggob talang yaag pulang ke
ilrse asalnya. Lokasi permukiman awalnya
firii:h dekat dengan sumber air yang berupa
fi-re dilihal dari prosentasi pekerjaannya
hnpir 90% penduduk desa dalam kawasan
WT Bukit Badas adalah petani. Bahkan
-b€gian besar yang berprofesi bukan sebagai
manipun juga memiliki kebun yang
{,rsahakan sebagai pekerjaan sampingan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
373
sungai atau anak sungai. Permukiman yang
dekat dengan sumber air tersebut
memudahkan untuk melakukan aktivitas
MCK.
Mata pencaharian u&ama masyarakat
desa-desa di dalam kawasan huhn adalah
p€tani. Pekerjaan lainnya adalatr pegawai
negeri/gurg pedagang buruh dan wiraswasta.
Data sebaran penduduk berdasarkan
pekerjaan dari empat desa/dusun dalam
kawasan HPT Bukit Badas dapat dilihat pada
Tabel 2.
kehidupan masyarakat di dalarn kawasan
HPT Bukit Bedas sangat tergantung dengan
lahan yang ada.
Sebaran penduduk masyarakat desa-
desa di lokasi penelitian dalam kawasan HpTBukit Badas berdasarkan tingkat
pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 5.
Unbel 4. Jumlah Kepala Keluarga berdasar Pekerjaan
\;. Kriteria Desa/Dusun
Sekalak L,ubukResam TalanuEmoat Sinar Paci
Petani ll9 218 t45 254
Pedagang 3 9 6 I
PNS/ABRI 6 7 2 J{ Iain-lain t6 ll I 13
Prosen Petqti 82.6 89,3 91.9 93-4
$umber: Profil Desa dan Hasil Wawaucag20}9
IS€l 5. Jumlah Penduduk berdasar Tingkat Pendidikan
\o. Kriteria Desa/Dusun
Sekalak Lubuk Resam Talane Emoat Sinar Pasi
l. Tidak/belum tamat SD 378 475 2tt 344
1 SD 130 - 254 204 256
J SLTP 68 78 80 56
rt SLTA 34 67 20 78). PT aJ 5 5
Jumlah 613 879 567 73s
fumber: Pnefil Desa dan tlasil Wawaneara" 2009
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Dari Tabel 5 di atas terlihat bahwa tingkat
pendidikan masyarakat desa-desa dalam
kawasan HPT Bukit Badas relatif masih
rendah. Hampir separuh jumlah pnduduk
hlum tamat SD (4V/o) dan sepertiganya
Tamat SD (31.3%). Penduduk yang belum
tamat SD selain anak anak yang masih belum
sekolah dan masih belajar di tingkat SD juga
terdiri dari orang dewasa yang memang pada
saat usia pendidikan di desanya klum
tenedia fasilitas pendidikan.
Tingkat pendidikan yang relatif
rendatr ini perlu mendapatkan perhatian
karena akan mempengaruhi tingkat
kemampuan manusia dalam menerima
Sumber : Hasil Penelitian, 2009.
Deri tabel di afas fampak bahwa
aksesabilitas keempat desa/dusun sudah
terjangkau, walaupun untuk Desa Sekalak
dan Dusun Sinar Pagi nna$lh relatrf terbaks
karena kondisi jalan tanah yang ada sudah
lama tidak terawat sehingga irada musim
penghqian qqlit qatuk dilalui, bahkan untuk
Dusun Sinar Pagi masyarakat lebih suka
memintas jalur dengan jalan setapak melalui
Desa Lubuk Resam karena jaraknya lebih
dekat.
Dalam proses pengenalan inovasi
baru diperlukan sarana institusi atau
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inovasi baru dan mempengaruhi p,-..:
seseorang dalam bersikap. Pendidikr
hanya dapat meningkatkan penge-i: ,
namun juga dapat meningrur::;
ketrampilan/keatrlian tenaga kerja, ser. ::.r
meningkatkan pncduktivitas. Peningr-a;ur
produktifias akan dapat meningi;."
penghasilan, meningkatkan pertum: * r,
ekonomi, dan pada akhirnya meningk=." ,,ri
kesejatrteraan masyarakat.
Ketemediaan sarane dan prasn
publik di desadesa di dalam kawasan Hl
Bukit Badas dan kondisinya dapat dr :"Lr
pada Tabel 6.
orgenisasi yang sudah dikenel dan dipercaya
oleh masyarakat setempat. Keberadaan
organisasi atau institusi yang telah ada
ditengah masyarakat manaerminkan telah
terjadinya komunikasi dan interaksi antar
warga, dan dapat dapat dijadikan simbol
adqrya keteraturan dalqn komunitas yang
ada Adanya organisasi atau lembaga di desa
akan sangat bermanfaat sebagai sarana untuk
mentransformasikan ide ataupun menjalin
komunikasi yang baik. Beberapa organisasi
yang ada di desa-dusun di dalam kawasan
HPT Bukit Badas dapat dilihat di Tabel 7 .
Tabel 6 . Sarana dan Prasarana di Desa dalam Kawasan t{PT Bukit Badas
No. Jenis Prasarana
Desa/Dusun
Sekalak LubukResam TelangEmpat Sinar
Jml Kondisi Jml Kondisi Jml Kondisi Jml Kono-"
Kantor
Desa/Dusun
I baik 1 Baik


















6. Puskesmas I Aktif I Aktif
ilr
inerah Perkanhngan dan l(ondisi Sosial Ekonorni
5s-,,'chyono)
375
llbel 7. Kelompok Organisasi Masyarakat di desa/dusun dalam Kawasan HPT Bukit Badas
'* -' , Jenis Organisasi/
Desa./Dusun
Sekalak LubukResam Talans Emoat Sinar Pasi
Jml Kondisi Jml Kondisi Jml Kondisi Jml Kondisi
. IBPD I aktif I aktif
1 aktif I aktif I aktif I aktif
Kelompok Tani 4 aktif 2 aktif 2 aktif
"r r Kelomook Adat aktif
I aktif 2 aktif l0 aktif
taruna I Non aktif
Risma 1 aktif I aktif
:'-:nber : Hasil Penelitian,2009
Sebagai desa/dusun yang awalnya
mjsolir, penduduk desa sekitar hufan
:mrumnl,a lebih mengandalkan pemilikan
.uian dalam mencukupi pemenuhan
isbutuhan hidupnya- Kebun kopi dan sawah
rerupakan lahan yang dimiliki oleh sebagian
srlar masyarakat di dalam kawasan IIPT
3:kit Badas. Rata-rata pemilikan lahao yang
saJarg digarap di Desa Lubuk Resam adalah
:.62 Ha/KK yang terdiri dari lahan sawah
56irras AA2HalKKdan kebun kopi seluas. 1,2
Sumber : Siswahyon o, 2006
Hasil usaha tani buah kopi dan padi
sawah merupakan komoditas utama sumber
penghasilan bagi masyarakat yang tinggal
dalam kawasan HPT Bukit Badas. Budidaya
anaman kopi mendominasi lahan kering
)ang dimiliki oleh masyarakat di dalam
kawasan hutan tersebut. Kemudahan dalam
budidaya tanaman kopr, meqiadikan
masyarakat memperahankan budidaya
tanaman ini hingga sekarang. Lahan yang
subur diperlukan untuk budidaya tanaman
kopi, mengingat masyarakat tidak melakukan
pemupukan. OIeh karena itu lahan yang
Ha/KK. Sebagian besar masyarakat di desa
tersebut memiliki lahan sawah dan lahan
kebun kopi. Pemilikan lahan sawah lebih
sempit dibandingkan dengan lahan kebun
kopi karena lahan sawah umurnnya berupa
lembah datar yang merupakan cekungan
diantara perbukitan. Hanya 4 responden
(16,7%) yang tidak mempunyai lahan sawah
di Desa Lubuk Resam. Pemilikan Iahan yang
sedang digarap responden di lokasi penelitian
tersaji dalam tabel berikut :
bervegetasi tua (belukar tuo-rimbo) sangat
baik untuk budidaya tanaman ini.
Adanya keterbatasan lahan yang
bervegetasi tua (belukar tuo) di wilayah desa,
menyebabkan sebagian masyarakat mulai
-beralih ke jenis tanaman keras lainnya. Karet
merupakan jenis tanaman yang dipitih untuk
menggantikan tanaman kopi yang sudah
tua/rusak sehingga kurang produktif. Namun
akhir-a}fiir ini berkembang tanaman sawit
yang dibudidayakan masyarakat. Tanaman
Karet maupun Sawit merupakan jenis
tanarnan yang relatif baru dibudidayakan
masyarakat di lokasi penelitian.
Tabel 8. Luas Pemilikan Lahan yang sedang Digarap Responden di Lokasi Penelitian
No. Pemilikan L-ahan (Ha) Jumlah Responden Prosentase
t4 58.33
1 >2 t0 4t-67
Jumlah 24 r00.00
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Disamping lahan kering, masyarakat
juga memiliki lahan sawah yang umumnya
berada di dekat dengan pemukimannya. Hasil
sawah berupa padi merupakan bahan pangdn
utama bagi masyarakat di dalam kawasan
HPT Bukit Badas. Ketursediaan bahan
pangan sangat penting bagi masyaraket di
lokasi penelitian, mengingat lokasi
desa/dusun dalam kawasan IIPT Bukit Badas
awalnya masift terisolir dan sulit diiangkau.
Adanya lahan sawah menjadikan pemukiman
"talang" dap.. bokembang meqiadi
desa/dusun. Umumnya hasil panen padi tidak
diperjualbelikan. Masyarakat hanya menjual
hasil panen kopi untuk memenuhi kebutuhan
selain pangan sep€rti sandaag poadidikan,





kurang dari Rp 10.000.m,ffi/tahun adalah
responden yang berusia tergolong muda dan
hanya mempunyai lahan kebun kopi.
Produktivitas lahan yang masih tergolong
nendah merupaksn faktor utama yang
menyebabkan rendahnya penghasilan kotor
responden dibdandingkan dengan lahan usaha
tani yang mereka garap.. Rata-rata produksi
kopi yang dihasilkan lahan kebun di Desa
Lubuk Resam adalah 394,23 kg/ha/tahun dan
rata-rata prcduksi beras yang dlhasilkan darilahan sebesar 1.045,75
kg/ha/musim atau 2.09 1,5 Kg[{a/Tahun..
Budidaya tanaman baik kopi maupun
padi yang dilakukan masyarakat Desa Lubuk
Resam hanya mengandalkan kesuburan alami
lahan. Dipihak lain, b€rtambahnya waktu
dalam budidaya tanaman tersebut juga
menyebabkan tingkat kesuburan yang
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tersedia di desa seperti lauk pauL
masak dan lainnya.
Berdasarkan wawancara den g"r-"
responderq harga kopi di lokasi per'',
relatiftinggi selama 3 tahun terakhir r:
Rp 10.@0,-/Kg - Rp 12.000,-lKg dar ::rirlLL,
tersebut relatif stabil. Tidak sepert; ll
tahun sebelumnya yang hanya Rp 4.t-,"
- 
Rp 6.000,-/kg. Disamping harga kc.;
tinggi, adanya prasarana jalan aspal rr
ke Desa Lubuk Resanq menjadikan : i
angkut komoditas pertanian lebih rsr ii;r,
setiap satuan beratnyq sehingga rr
komoditas kopi tersebut bisa lebih din-,:-l
petani. Penghasilan kotor responden r:
berasal dari lahan usaha tani yang se'ur
digamp tersaji dalam tabel berikut :
yang
lahan
menurun. Oleh karena itt1 pendeka:,:
teknologi hams diimplernentasikan dala-
upaya peningkatan prcduksi usaha tani *
desa tersebut.
KEsI,IAruLAN
Berdasarkan uraian di atas, dap"
disimpulkan bahwa:
l. Desa/dusun dalam kawasan tIPT Buki:
Badas telah ada sejak jaman penjajahar
Pemerintahan Belanda, yang awa.
berdirinya merupakan permukiman
talang. Saat ini, Desa Sekalak dan Desa
Lubuk Resam sudah menjadi desa
definitive, sedangkan Dusun Sinar Pagi
dan Dusun Talang Empat sedang dalam
tahap persiapan pemekaran dari wilayah
Desa Puguk.
Tabel9. Penghasilan Responden di Lokasi Penelitian





*qarah Perkembangan dan Kondbi SosialEkonomi """""
Sruahyono)
: Masyarakat desa/dusun dalam kawasan
FIPT Bukit Badas umufimya mempunyai
mata pencaharian sebagai petani (90%)
dengan tingkat Pendidikan Yang
tergolong rendah dan rata-rata
mempunyai lahan usaha tani Yang
digarap beruPa sawah seluas 0,42




h:rerbatasan sumber informasi terutama
dr.kumen-dokumen sejarah saat penjajahan
hgeris maupun Belanda di Bengkulu- Oleh
terenanya diperlukan kajian lebih lanjut
Entang pengelolaan hutan oleh Belanda atau
hggris saat itu. Tak kalah pentingnya
irrbrmasi tentang proses pengukuhan
kaw'asan HPT Bukit Badas oleh Departemen
Kehutanan Republik Indonesia sendiri juga
perlu dikaji-
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